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Terbukti Salahgunakan
Anggaran APBdes 2015

PALU - Sahibe Huding ma-
ntan Kepala Desa Uemaju,
Kecamatan Bungku Utara,
Kabupaten Morowali Utara,
dihukum 1,2 tahun penja-
radengan denda Rps0 juta,
subsider 1 bulan kurungan.
Diadinyatakan terbukd me-
nyalahgunakan anggaran
Pendapatan Belanja Desa
(APBdes) tahun 2015.

Selainnama Sahibe Huding
ada dua namalain yang teri-
bat dalam korupsi APBdes it
yakni Bendahara Desabema-
‘maDamir DP dan KetuaBPD
Baharudin, Keduanya divonis
sama, pidana 1 tahun penjara
dandenda Rpg0juta subsider
Lbulan kunungan.

Vonis tersebut dijatubkan
dalam persidangan yang di-
gelar di Pengadilan Negerl

(BN) Palu Kamis (8/9). Sidang
itu dipimpin oleh hakim ke-
1 M Nur Thrahim, “Ketiga
terdakwa terbuktisecara sah
dan meyakinkan melanggar
pasal 3 undang-undang no-
‘mor3l tahun 1999 yang clah
diubahkedalam undang-un-
dangnomor 20 tahun 2001,
Kata M. Nur Tbrahim dalam
putusannya,

Vonistersebutkatalbrahirm,
lebih ringan dibanding da-
1 wntutan Jaksa Penuntut
Umum (PU). Dimana se-
belumnya, JPU - menuntut
Sahibe Huding dengan pida-
na penjara 1,6 tahun dan den-
daRp50juta,subsidair2bulan
Kurungan. Sementara terhad-
ap Damir DP dan Baharudi
JPU menuntut pidana penja-
ra 1,2 tahun dan denda Rps0
juta,subsicir2 bulan.

‘Usai membacakan putusa-
nya, Ketua Majelis Hakim M.
Nur Ibrahim menanyakan

kepada ketiga terdakwa, pe-
‘naschathukumnya, dan JPU,
apakah akan melakukan upa-
yahukum lain Baik ketiga ter-
dakwa, penaschat. hukum,
‘maupun JPU masih menyata-
Kan pikir-pikir

Sekadarmengingatkan, pa-
datahan 2015, Sahibe huding
selaku kades Uemaju mela-
Kukan pengelolaan anggaran
desasebesar Rp766uta lebih.
Berdasarkan rekening Koran
Desa Uemaju terjadi dela-
pan kali penarikan dan pen-
cairan anggaran sebanyak i
ma Kall, Tethadap dana ter-
sebut, mulai dari penarikan,
‘penyimpanan sampai penge-
Iolaan dilakukan Sahibe sen-
diri tanpa melibatkan Damir.
Dimana dana desa dikelo-
Tanya sebesar 80 persen, se-
dangkan anggaran desa 20
persenainnya, dilakukan Plt
Kades Uemaju, Abd Lialim
Daeng Malureng,

Sahibe juga mengangkat
‘anak kandungnya Jumia sc-
bagai operator Sikdes, sekali-
gus stafadministrasi dengan
honor Rp600 ribu perbulan,
schingga berdasarkan pe-
meriksaan Tim Inspektorat
daerah Kabupaten Morut ter-
jaci kelebihian bayar akibat
‘pembayaran honor.

‘Dalam penjabaran APBe-
sa tahun 2015, telah men-
ganggarkan pembangunan
Kantor desa Rp179 juta le-

ih dan pembangunan talut
Rp165 juta lebih. Dalam pe-
laksanaannya, pembangu-
nan kantor desa dikerjakan
sendiri olch Sahibe, sedang
‘pembangunan Talut dise-
rahkan kepada Damir dan
Baharudin.

Halini dimaksud agar ke-
duanya, tidak memperma-
salahkan pengelolaan keu-
angan desa yang sepen-
uhnya dikelola oleh Sahibe.

Berdasarkan perhitung
an tim Inspektorat untuk
pembangunan kantor de-
sa terjadi kekurangan vo-
Iume pekerjaan tidak da-
pat dipertanggungjawab-
kan Rp17 juta lebih, untuk
pembangunan Talut ke-
Tebihan bayar tidak dapat
dipertanggungjewabkan
Rp37 jutalebin.

Sehingga total kerugian
Negara Rp6 Juta lebih, aki-
bat perbuatan ketiganya da-
lam Dakviaan primer teran-
cam pasal 2 ayat (1) jo pa-
sal 18 UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberanta-
san tindak pidana korup-
si_ telah diubah kedalam
UU nomor 20 tahun 2001
Namun Kerugian Negara ini,
telah dikembalikan oleh pa-
raterdakwa pada tingkat pe-
nyidikan Rp40 juta dan pada.
tingkitt penuntutan Rp21 ju-
talebih. (mul)




